A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONIESITA

NOMOR H 53 TAHUN 1993

TENTANG v
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
FEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PRESTIDEN REPUBLIK INDONESTA

Menimbang : a. bahwa o»nembanginan nasional, khususnva
pembangunan berbagai fasilitas untuk
Kepentingan wnaum, memerlukai bidang
tanah vang cukup dan untuk itua renga-
daannya perlu dilakukan dengan sebaik-
baiknya.

b. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah ter-
sebut dilakukeén dengan memperhatikan
peran tanah dalam kehidupan manusia
dan prinsip penghormatan terhailar hak-
hak vang sah a-as tanah.

c. bahwa atas désar pertimbanacen terse-
but, nenaadaan tanah untuk kepantingan
umum diusahasan dengan cara vang
seimbang dan untuk tingkat pertama
ditenmpuh dengaa cara musvawarah lang-
sung dengan para pemegang hak atas
tanah.

MenginTat : 1. Pasal 4 avat (1) Undana-undasa Dasar
1945%5;

2. Undang-undana Nomor 5 tahun 1960 ten-
tana Peraturan Dasar Pckok-pckok Aag-
raria (Lembaran Neagarz Tatiain 1960
Nomor .04, Tamnbahan Lembara» Negara
Nomor 2043):

3. Undang-undang Nomor 51 Prp tecéhun 1960
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa
Izin Yeng Berhak atau Kuasanya (Lem-
baran Negara Tahun 19€0 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
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4. Undang-undang Nomor 20 tahur 1961 tern-
tang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan
Bendea-benda vang ada d:. atasnya
(Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 28&,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);

&

5. Undana-undang Nomor 5 tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemeristahan di
Daerah (Lembaran Negara tahun 1974
Nomor 38, fTambahan Lembaran Negara
Nomor 3037):

6. Undang-undana Nomor 24 tahun 1¢€92 ten-
tang Penataan Ruang (Lembaran NegarTa
tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3501); '

7. Peraturan Pemerintah Nom¢:» 8 tahun
1953 tentan3 Penguasaan Tanah-tanah
Negara (Lembaran Negara —ahbun 19533
Nomor - 14, "ambahan lemba‘can Negara
Nomor 362);

8. Peraturan Pemerintah Nomor [0 tahun
1961 tentana Pendaftaran 7Tanah (Lem-
baran Negara *tahun 1961 Nomor 28,
Tambehan Lembaran Neagara Nenor 2171):

9. Peraturan FPemerintah Nomor 6 tahun
1988 tentang Koordinasi K=giatan
Instansi Vertikal di Daera: (Lembaran
Negara tahun 1988 Nomor 10, Tamkrahan
Lembaran Necara Nomor 3373);

M EMUT U S K AN

Menetaokan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA
TENTANG PENGADAAN TANAH BEGT PELAKSANZAN
PQﬁBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN 1JMUM

BAB I
Pasal T

Dalam Keputusan Presidsn ini vang dimaksud denaan

1. Pengadaan ‘tanah adalah setiap kegitan unttk menda-
patkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian
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1)

(2)

kepada vang berhak atas tanah tersebut.

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah zdalah ke-
¢iatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak
ctas tanah dengan tanah vang gikuasainya dengan
memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

kepentingan umum acdalah kepentingan seluruh lapisan
masyarakat.

Fanitia pengadaan tanah adalah panitia vanc dibentuk
1ntuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan
rembanaunan untuk Kepentingan umum.

Musvawarah adalah proses atau kegiatan sal:na mende-
raar dengan sikap salinc menerima pendapat dan
keinginan yvang didasarkan atas kesukarelaan antara
pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yéng memer-
:ukan tanah, untuk memperoleh kesepakata1 mengenail
bentuk dan besarnva kerugian.

Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanan seba-
¢qaimana diatur dalam Undang-undang Nomcxr £ tahun
960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 2graria.

tanti kerugian adalah pengaantian atas rilai tanah
berikut bangunan, tanaman dan/atan benda-benda lain
vang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan
atau penverahan hak atas tanah.

BAB II
POKOK-POKOK PENGADAAN TANAH

Pasal 2

Ketentnan tentanag pencadaan tanah dalam Keputusan
Presiden ini semata-mata hanva digunakar untuk
pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanzan pembarn-
gunan untuk kepentingan unum.

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembancunan untuk
kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakéan
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas
tanah.

Pengadaan tanah selain un:uk pelaksanaan pembangun-
an untuk Kepentingan umum oleh Pemerintah cilaksa-
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nakan dengan cara jual-beli, tukar menukar, atau
cara lain vyvang disepakati secara sukarela oleh
pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 3

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bzgi pelaksa-
naan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan berda-
sarkan prinsip penchormatan terhadap hak ata:s tanah.

Pasal 4

(1) Pengadaan dan rencana pemenuhan kebaituhan tanah
vang diperlukan bagi pelaksanaan pembanzunan untuk
kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila
penetapan rencana pembangunan untuk kepentingan
umum tersebut sesuai dengan dan berdasar pada
Rencana Umum Tata Ruang vang telah ditetapkan
terlebih dahulu.

{2) Bagi Daerah vang belum menetapkan Rencasna Umum Tata
Ruang, pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam
avat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan ruang
wilavah atau kota vana telah ada.

Pasal 5

Pembangunan untuk Kepentingan umum berdasarkén Keputusan
Presiden ini dibatasi untuk

1. Kegiatan pembangunan vang dilakukan dan selanjutnya
dimiliki gerta tidak digunakan untuk mencari keun-
tungan. dalam bidana-hidang antara lzin sebaagai
berikut ‘

a. Jalan umum, saluran buangan air:
b. Waduk. benduncgan dan bangunan pendgairan lainnva
termasuk saluran irigesi;

c¢. Rumah Sakit Umum dan Fusat-pusat Kesehatan Masya-
rakat;

d. Pelabuhan atau bandar udara atau terr:.nal;

e. Peribadatan:

f. Pendidikan atau sekolchan:

g. Pasar Umum atau Pasar INPRES;
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T e

cusutan Panitia Pengacdaan Tanah sebagaimana

h. Fasilitas pemakaman umum;

i. Fagilitas keselamatan umum seperti antara lain
tanggul penanggulangan bahaya banjir, »Iahan dan
lain-lain bencana;

Pos dan telekomunikasi;
Sarana olah raga;
Stasion penviarar radio, televisi beserta sarana
pendukungnva;

m. Kantor Pemerintah:;

n. Fasilitas Anakatan Bersenjata Republik [ndonesia.

&

R

Kagiatan pembanaunan untux kepentingan umum selain
vang dimaksud dalam angka 1 ditetapkan dengar Kepu-
t1san Presiden.

. BAB III
PANITIA, MUSYAWARAH DAN GANTI KERUGIAN

Bagian Pertama
Panitia pengadaan tanah

Pasal 6

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan
dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yaing diben-
tuk oleh Gubernnur ¥epala Daerah Tingkat T.

Panitia Penaadaan Tanah dibentuk di, setiap Xabupa-
ten atau Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pengadaan tanah berkenaan dengan tanah yeng terle-
tak di dua wilayah Kabupaten/Kotamadya atau lebih,
dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah
tingkat Propinsi vanag diketuai atau dibzntuk oleh
Gubernur Kepala Daerah Tirakat I vana bersangkutan,
vang susunan keanagotaahva seijauh mungkir. mewakili

instansi-instansi wvang terkait di Tinakat Propinsi

dan Daerah Tingkat II yvang bersanakutan.

Pasal 7

Fasa. 6 avat (20 terdiri dari

1.

Jupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seba-

gal Ketua merangkap anggota;

dimaksud
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1.

kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya_sebagai
wakil ketua merangkap anggota;

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bengunan se&=
Iragai anggota;

kepala Instansi Pemerintah Daepah yang hertanggurg
iawab di bidang bangunan, sebagal anggota;

Kepala Instansi Pemerintah Daerah vanag besrtangqungd
jawab di bidang pertanian, sebagal anggota;

camat vang wilavahnva meliputi bidang-bidang tanah
1i mana rencana dan pelaksanaan pembanzunan akan
serlangsung, sebagai anggota;

Lurah/Kepala Desa vYyang wWilayahnya meliputi bidang
tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan
akan berlangsung akan berlangsund, sebagai anggota;

Asisten Sekrearis Wilavah Daerah Bidang Pemerinta-
han atau Kepala Bagian Pemerintahan rpada Kantor
Bupati/Walikotamdyva sebagal Sekreatar:is I bukan
anagota:

Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-

madva sebagal gekretaris 1I bukan anggoté:

Pasal 8

Panitia Pengadan Tanah bertugas :

Mengadakan penelitian dar inventarisasi atas tanah,
bangunan. tanaman, dan bpenda-benda lain wvang ada
kaitannva dengan tanah vana atas ranahnva akan
dilepaskan atau diserahkan;

Menaadakan wpenelitian menaenai status hukum tanah
vang hak atasnva skan dilevaskan atau dicerahkan dan
dokumen vang mendukungnva;

Menaksir dan mengusulkan pesarnva ganti keruglian a-
tas tanah vang hak atasnya akan dilepaskan atau
diserahkan;

Memberikan penjelasan atau penyuluhan lepada peme-
gang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan
pengadaan tanah tersebut’

Mencadakan musvawarah dengan para pemecand hak atas
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tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlu<an tanah
dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya
aanti kerugian:

Maenvaksikan pelaksanaan penyerahan uwang ganti keru-
gian kepada para pemegana hak atas tanah, bargunan,
tanaman, dan benda-benda lain vanag ada dia—:as tanah:

Membuat berita acara pelepasan atau penyersahan hak
acas tanah.
Bagian Kedua

Musyawarah

Pasal 9

;Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembanguian untuk
kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah.

Pasal 10

{1} Musvawarah dilakukan secara lanasung antara oveme-
qanag hak atas tanah vana bersanckntan dal Instansi
Pemerintah vang memerlukan tanah.

{2) Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak me-
mungkinkan terselenggaranya musyawarah secara
efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan Panitia Penagadaan Taneéa can In-
stansi Pemerintah vana memerlukan tanah denagan
wakil-wakil vana dituniunk diantara dan oleh para
pemegang hak atas tanah, vana sekaligus bertindak
selaku kunasa mereka.

{3) Musyawarah sebagaimana dimaksut dalam avat (1) di-
pimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah.

Pasal 11

Musyvawarah dilakukan di tempat vyang ditentukan dalam
surat undangan.

Pasal 12

Cant: Kkerugian dalam rangka pengadaan tanal. diberikan
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a. hak atas tanah;

b. bangunan;

¢. tanaman; o

d. benda-benda lain, yvang berkaitan dengan tanah.

Pasal 13
Bentuk ganti kerugian dapat berupa:

a. Uang;

b. tanah pengganti:

c. pemukiman kembali:

d. aabungan dari dua atau lebih untuk garti keruaian
sebagaimana dimaksud calam huruf a. huruf b dan
huruf c; dan

e. bentuk lain vang disezujui oleh pihax-pihak yang
bersangkutan.

Pasal 14

Per.ggantian terhadap bidang tanah yang dikiasal dengan
hal: ulayat diberikan dalam bentuk pembangunén fasilitas
umum atau bentuk lain vang bermanfat bag: masyarakat
set.empat.

Bagian Ketiga
Ganti Kerugian

Pasal 15

Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetarckan
atas dasar :

a. Harga tanah yvangdidasarkan atas nilai nyata atau se-
benarnva, dengan memperhatikan nilai jual objek
Pajak Bumi dan Bangunan vang terakhir un<uk tenah
vang bersangkutan:

b. Nilai jual banaunan vanag ditaksir oleh [nstansi Pe-
merintah Daerah vang brtangauna ijawab dibicana
banagunan;

. Nilai iual tanaman yang ditaksir oleh instansi Pe-



nerintah Daerah vang bertanggung jawab dibidang
pertanian.
Pasal 16

Bentuk dan besarnya ganti Kerugian atas cdasar cara
perhitungan dimaksud dalam pasal 1% ditetankan dalam
musvawarah.

Pasal 17
1) Ganti kerugian diserahkan langsung kepada @

a. Pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya vang
syah;
b. Nadzir, bagi tanah wakaf.

2} Dalam hal tanah. bhanaunan., tanaman atau >enda vanag
berkaitan denaan fanah dimiliki bhersama-sama oleh
heaherapa orana. sedangkan satu atau beberana orana
dari mereka tidak dapa® ditemukan, maka aganti
kerugian vang meniadi hak orana vana tidak danat
diketemukan tersebut, dikonsinvasikan di Pergadilan
Negeri setempat oleh instansi Pemeriatah vang
memerlukan tanah.

Pasal 18

Apabila dalam musvawarah telah dicapai Kkesepakatan
antaca pemegang hak atas tanaa dan instansi Pemerintah
vang memerlukan tanah, Panitia Pengadaan Tanah menge-
iinarkan keputusan mencenail bantuk dan besarnva ganti
keruitian sesuail dencgan kesepakatan tersebut,

Pasal 19

Apabila musyawarah telah diupayakan berulany kali dan
vesepakatan mengenai bentuk dan besarnya gan*ti kerugian
~idak tercapai juga, Panitie Pengadaan Taszah menge-
luarkan keputusan mencgenai besntuk dan besarnva gan-i
Terugian., dendgan seiauh munakin memperhatikan pendapat,
<einainan, saran dan pertimbanian vang berlanasung dalam
musvawarah.



(1)

(2)

Pasal 20

Pemegana hak atas tanah yang tidak menerima kepu-
tusan Panitia Pengadan Tanah dapat mengajukan kebe-
ratan kepada Gubernur Kkepala Daerah Tingkat I
disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan
alasan keberatan tersebut. &

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengulayakan pea-
nyelesaian mengenai bentuk dan besarnya ganti
kerugian tersebut, dengan mempertimbangkan pendapat
dan keinginan semua pihak.

setelah mendengar dan menpelajari pendapat dan ke-
inginan pemegang hak atas tanah serta pesrtimbangan
Panitia Pengadaan Tanal, Gubernur Kegla Daerah
Tingkat I mengeluarkan keputusan yang dapat mengu-
knhkan atau menaubah keputusan Panitie Pengadaan
Tanah menagenai bentuk dan/atau besarnva canti keru-
aian vana akan diberikan.

Pasal 21

Apabila upava penveleszian vana ditemrcub Subernur
Kepala Daerah Tingkat I tetap tidak diterima oleh
pemegang hak atas tanah can lokasi pembangunan vang
bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Guberrur
Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengaju-
kan usul penvelesaian d2ngan cara pencabutan Hak
Atas Tanah sebagai mana diatur dalam urdang-undeng
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan tak-hak Atas
mTanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnve.

Usul penvelesaian sebagaimana dimaksud dalam avyat
{1) diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Kepszda
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
nasional melalui Menteri Dalam negeri, dencan
tembusan kepada Menteri dari instansi yaag memer._u-
kan tanah dan Menteri Kehakiman.

Setelah menerima usul penvelesaian sebzaaimana di-
maksud dalam avat (1) dan (2), Mentari Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasiona. berkonsul-
tasi dengan Men=eri Dalam Negeri, menteri dari
instansi vang memerlukan tanah dan Mentari Kehaki-
man. .

€5




{d) Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas ta-
mah disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional varg di-
zandatangani serta oleh Menteri dalan n2geri,
Menteri dari instansi vang memerlukan pengadan

-anah dan Menteri Kehakiman.
¢

Pasal 22

Terhalan tanah vang digearap tanpa izin vang berhak atan
kuasaiva, penvelesainva dilakukan berdasarkar. undana-
undany Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentana Larargan Pema-
kaian Tanah Tanna Izin Yana Beraak Atau Kuasanvya.

BAB IV
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Pasal 23

Palaksanaan pembangunan untuk Kkepentingan utmun yan3j -
mamerlukan tanah vang luasnya tidak lebih dar: 1 ({satu)
Ha, dapat dilakukan langsung oleh instansi Ffemerintah
vang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas
tanal, dengan cara jual beli atau tukar merukar atau
cara lain vana disenakati kedua belah pihak.

BAB V
KETENTUTAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunva Keputusan Presiden ini, maka dinyata-
kan tidak berlaku lagi

1. Jeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975
tentanag Ketentuan-ketentuan Menagenai Tata Cara
Tembebasan Tanah.

2. beraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1976
tentana Penaaunaan Acara Pembebasan Tanah untuk
vepentingan Pemerintah BaJi Pembebasan “anah oleh
Fihak Swasta.

(2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 195
tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan
Proyek Pembangunan di Wilavah Kecamatan.



Pasal 25

Katentuan lebih lanjut vang diperlukan bagi pelaksanaan
kepu:usan Presiden ini, dilakukan oleh M2znteri
Nagara/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelal. mendapat
partimbangan dari Menteri Dalam Negerd.

Pasal 26

Kzputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dite-
tapkan. *

Ditetapkan di Jakarta
Paca tanggal 17 Juni 1993
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESTA

ttd

SOEHARTO
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